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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang Tindak Pidana 

Penganiayaan yang dilakukan polisi. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

kasus Tindak Pidana Penganiayaan adalah sebagai berikut: 

1. bahwa faktor yang menyebabkan anggota polri melakukan tindak pidana dan 

pelanggaran kode etik profesi polri adalah sebagai berikut; 

a. faktor lingkungan 

b. faktor kebiasaan 

c. faktor ekonomi 

2. Upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana dan pelanggaran 

kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, secara garis besar 

ditempuh dengan tiga upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif 

(penindakan) dan rehabilitasi (pemutihan). 

a. Upaya preventif (pencegahan) merupakan upaya yang dilakukan secara 

sistematis, terpadu dan terarah untuk menjaga agar tindak pidana dan pelanggaran 

kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri tidak timbul. 

b. Upaya represif (penindakan) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan 

terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik 

profesi kepolisian yang telah terjadi. 

c. Rehabilitasi/Pemutihan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki 

kembali status di insititusi kepolisian. 



2 

 

Saran 

1. Agar nantinya beberapa faktor yang melatar belakangi anggota Polri melakukan 

tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, maka hendaknya aparat 

yang terkait sedini mungkin melakukan upaya penanggulangan secara intensif dengan 

prioritas pendekatan secara pribadi dengan anggota Polri yang dianggap sering 

melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum. 

2. Agar kiranya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, hakim selaku 

penentu keadilan di dalam masyarakat harus lebih memperhatikan dan 

mempertimbangkan matang-matang jika memberi sanksi pidana kepada oknum anggota 

Polri yang melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan yang ada 

dalam masyarakat, anggota Polri layaknya sebagai pelindung yang juga sekaligus 

sebagai pengayom masyarakat seharusnya memperlihatkan hal-hal yang baik dan dapat 

mengangkat citra institusinya.  

3. Agar nantinya guna lebih mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan tindak 

pidana dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, 

maka hendaknya aparat yang berkompoten khususnya reskrim dan provost  lebih aktif 

memberikan pembinaan-pembinaan secara terpadu dan teratur. 

4. Kepada pemerintah khususnya Kepala Institusi Kepolisian agar lebih memperhatikan 

nasib anggota Polri dan perlunya penambahan alokasi dana demi kelancaran proses 

pelaksanaan tugas serta penambahan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas 

anggota Polri.  
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